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Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 122
huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) terhadap Pasal Pasal 1 ayat (2),
Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal
20A ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD
1945

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

Kamis, 28 Juni 2018

Para Pemohon, yang terdiri dari Pemohon | adalah badan hukum perkumpulan yang
antara lain aktif dalam penelitian dan pengkajian dalam bidang hukum dan konstitusi.
Pemohon Il adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen
agraria dan aktif dalam menyikapi perkembangan hukum dan politik baik di media social, di
universitas, dan aktivitas lainnya. Pemohon lll adalah perseorangan warga negara Indonesia
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yang merupakan mahasiswa dan aktif melalukan demonstrasi dalam menyuarakan aspirasi,
selain itu juga aktif melakukan upaya konstitusional seperti uji materil ke Mahkamah
Konstitusi. Para Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat
(5), dan ayat (6), Pasal 122 huruf |, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), para Pemohon berpotensi mengalami
pemanggilan paksa maupun dimintai keterangannya dalam rapat dengan pendapat yang
diundang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang apabila undangan tersebut tidak
dipenuhi maka berujung dianggap merendahkan kehormatan DPR dan/atau anggota DPR
sehingga DPR dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap para
Pemohon. Para Pemohon merasa dirugikan oleh frasa “tidak” dan frasa “setelah mendapat
pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” yang berpotensi menghambat atau
bahkan menghentikan mekanisme persetujuan Presiden terkait pemanggilan dan permintaan
keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana, sehingga
dapat ditafsirkan persetujuan Presiden tidak dapat keluar apabila belum mendapatkan
pertimbangan Mahkamah Kehirmatan Dewan (MKD).

Bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal
inkonstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 122 huruf |, dan Pasal
245 ayat (1) UU MD3, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Bahwa terkait dengan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3,
sesungguhnya pengaturan tentang tata cara pemanggilan paksa dan sandera diatur sangat
ketat, bahkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tindakan
upaya pemanggilan paksa merupakan sebuah upaya yang secara esensi mengandung
perampasan hak pribadi seseorang dan hanya dikenal dalam proses penegakan hukum yang
konkretnya adalah hukum pidana yang salah satunya lembaga kepolisian mempunyai
kewenangan untuk itu di samping lembaga penegak hukum lainnya, misalnya Kejaksaan dan
KPK, sedangkan tindakan upaya sandera juga berada dalam proses penegakan hukum akan
tetapi hampir semuanya berada dalam ranah hukum privat, kecuali yang berkaitan sandera
dengan perintah hakim terhadap saksi atau ahli yang tanpa alasan yang sah menolak untuk
bersumpah atau berjanji di persidangan yang kewenangannya bukan pada lembaga
kepolisian. Pasal ini penting memberi penguatan kepada lembaga Parlemen di tengah
penguatan sistem presidensial akan tetapi selama ini lembaga atau orang yang dipanggil
tidak menghadiri panggilan DPR tersebut, menurut Mahkamah kekhawatiran tersebut dapat
dieliminir dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses di DPR.
Mahkamah berpendapat kewenangan DPR meminta bantuan kepolisian untuk memanggil
paksa setiap orang dan melakukan penyanderaan semakin jelas memiliki persoalan
konstitusionalitas, sehingga kekhawatiran yang berujung pada rasa takut setiap orang akan
berlakunya norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 yang dapat
menjauhkan hubungan kemitraan secara horizontal antara DPR dengan rakyat sebagai
konstituennya dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu lebih jauh apabila hal ini
dihubungkan dengan dalil para Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan a quo,
maka menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal
73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 beralasan menurut hukum.



Berkenaan dengan Pasal 122 huruf | UU MD3, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal
119 UU MD3, MKD merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan
dibentuk untuk tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR
sebagai lembaga perwakilan yang diberikan tugas dalam rangka mendukung pelaksanaan
fungsi dan hak DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945. Runtuh atau rusaknya
martabat dan kehormatan suatu institusi sangat mungkin disebabkan oleh faktor internal
maupun eksternal. Segala perbuatan/tindakan yang bertujuan untuk merusak martabat dan
kehormatan suatu institusi dari pihak luar sesungguhnya telah tersedia norma hukum berikut
mekanisme penegakannya, sedangkan untuk mengantisipasi kerusakan yang muncul dari
internal, hal inilah yang membutuhkan peran institusi internal yang dibentuk untuk itu. Bahwa
dengan menelaah secara seksama rumusan Pasal 122 huruf | UU MD3, khususnya frasa
“merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”, hal itu dirumuskan dengan norma yang
sangat umum, tidak jelas dan multitafsir. Frasa “merendahkan kehormatan” sangat fleksibel
untuk dimaknai dalam bentuk apapun. Bahkan bila ditelisik rumusan norma tersebut, tidak
terdapat penjelasan yang memberikan ukuran dan batasan mengenai ihwal apa saja dari
perbuatan atau perkataan yang dapat dikategorikan sebagai telah merendahkan kehormatan
DPR. Multitafsirnya rumusan norma tersebut dapat menjadi lebih merugikan bagi pihak
eksternal jika disertai penafsiran yang terkait dengan fungsi penindakan yang dimiliki oleh
MKD sebagaimana diatur dalam Pasal 121A huruf b UU MD3. Perubahan Pasal 122 UU MD3
tidak saja menggeser peran MKD dari awalnya sebagai lembaga penegak etik internal
menjadi juga mencakup pihak eksternal, melainkan juga telah menyebabkan bergesernya
subjek utama yang diatur sebagai pihak yang bertindak sebagai pelanggar etik DPR yang
menyebabkan kehormatan DPR menjadi berkurang, yaitu anggota-anggota DPR. Dalam hal
ini, Pasal 122 UU MD3 secara keseluruhan tidak lagi menjadikan anggota DPR sebagai
subjek utama yang diatur, melainkan juga memasukkan pihak-pihak di luar DPR yang sama
sekali tidak dapat dituntut oleh institusi yang keberadaan dan kedudukannya hanya untuk
melaksanakan fungsi-fungsi DPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Bahkan, norma
tersebut menempatkan orang perorangan atau badan hukum sebagai pihak yang dianggap
juga dapat ikut merendahkan kehormatan dan martabat DPR. Padahal, sesuai Pasal 125 UU
MD3, perorangan dan badan hukum adalah subjek hukum yang ikut membantu MKD dalam
menjaga kehormatan DPR melalui pengaduan yang disampaikan kepada MKD. Pergeseran
peran MKD melalui perubahan Pasal 122 huruf | UU MD3 justru menimbulkan
ketidaksinkronan antarnorma UU MD3, khusus materi muatan terkait MKD sehingga
bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, apabila hal demikian dihubungkan dengan
sebagian yang dikemukakan oleh para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan
a quo, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal
122 huruf | UU MD3 beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan Pasal 245 ayat (1) UU MD3, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Nomor 76/PUU-XII/2014 telah menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang memadai
dan proporsional bagi anggota DPR dalam melaksanakan hak-hak konstitusionalnya sebagai
anggota DPR maupun dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstitusional kelembagaan DPR
sehingga tidak boleh dikriminalkan karenanya. Konstruksi pengertian yang terbangun dari
penafsiran tekstual terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tersebut bukan hanya telah
bertentangan dengan dasar pemikiran yang melandasinya, yakni sebagai pengejawantahan
hak imunitas anggota DPR yang diturunkan dari Pasal 20A ayat (3) UUD 1945. Pasal 245
ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 karena kontradiktif dengan filosofi dan
hakikat pemberian hak imunitas anggota DPR yang secara kontekstual seharusnya menjadi
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dasar pemikiran atau latar belakang pembentukan MKD. Pasal 245 ayat (1) UU MD3
bertentangan dengan UUD 1945 karena kontradiktif dengan filosofi dan hakikat pemberian
hak imunitas anggota DPR yang secara kontekstual seharusnya menjadi dasar pemikiran
atau latar belakang pembentukan MKD. Pasal 245 ayat (1) UU MD3 hanya dapat dinilai
konstitusional jika ditafsirkan sesuai dengan konteks filosofi dan hakikat pemberian hak
imunitas kepada anggota DPR sehingga frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan
kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan
dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan
persetujuan tertulis dari Presiden” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam
konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang
diduga melakukan tindak pidana. Sementara itu, frasa “setelah mendapat pertimbangan dari
Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar
putusannya:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

2. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Pasal 122 huruf | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;

4. Frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan
dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari
Presiden” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-
mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan
Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa “setelah mendapat
pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal
245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) selengkapnya menjadi:
“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga
melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari
Presiden.”

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.



